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pemrosesan data dengan
gunakan  sistem dan

elektronik yang meliputi
intern  dan  ekstern suatu  bank.'
Kegiatan  trasfer  dana dengan
menggunakan sistem dan peralatan

meng-
peralatan
transaksi

elektronik tersebut dikenal dengan
istilah  Electronic  Funds  Transfer
atau Transfer Dana Elektronik.
Pengertian  electronic  transfer
adalah merupakan transfer dana
dimana satu atau lebih bagian
dalam transfer dana yang dahulu

digunakan dengan memakai warkat
(transfer secara fisik) kemudian
diganti dengan menggunakan teknik
elektronik.” Pada dasarnya transaksi

dengan menggunakan Electronic
Funds Transfer berbeda dengan
transaksi pembayaran secara

konvensional yang - dilakukan dengan
menggunakan kertas (paper) maka
dalam  Electronic Funds  Transfer
adalah transaksi pembayaran yang
dilakukan tanpa menggunakan kertas
(pgpery atau  warkat  melainkan
menggunakan media elektronik.
Berdasarkan pengertian
transaksi perbankan dengan
menggunakan Electronic Funds
Transfer mencakup semua transaksi
perbankan yang dilakukan secara
paperless, antara lain Transfer Dana

diatas,
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secara elektronik, Automated Teller
Machine (ATM) dan kartu kredit
(Credit Card). Semua jenis transaksi

yang ada dalam electronic funds
transfer  (EFT) tersebut sudah
diterapkan dalam perbankan Indone-
sia. Electronic  Funds Transfer
memiliki beberapa  fungsi yaitu,
sebagai bentuk pelayanan yang
efisien yang diberikan oleh pihak
bank kepada para nasabah dan
sebagai produk bank yang dapat
memberikan kemudahan bagi nasa-
bah dalam melakukan transaksi
perbankan.

Dengan menggunakan sarana

kartu plastik tersebut, para nasabah
dapat melakukan berbagai transaksi
dan tidak harus datang dan antri di
kantor atau bank pemberi jasa,
melainkan cukup datang di outlet-
outlet yang tersebar hampir di
seluruh tempat-tempat yang cukup
strategis dan sangat memudahkan
bagi para nasabah untuk meng-
gunakan fitur-fitur yang ditawarkan
oleh bank pemberi jasa. Secara
ringkas sistem pembayaran secara
elektronik ini dapat memberikan
kenyamanan dengan proses lebih
cepat dan efisien.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan wuraian pada latar
belakang di" atas, dapat dikemukakan
permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan hukum
antara bank sebagai pemberi
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nya juga menggunakan perjanjian tersebut dibayarkan kepada pihak
baku, sama seperti halnya dengan yang dituju.18

permohonan aplikasi produk per- Hubungan hukum antara bank
bankan lainnya. Isi- dari perjanjian dengan pihak pengirim didasarkan
baku pada umumnya memuat pada kontrak atau perjanjian yang
klausul-klausul yang secara tidak berupa  pengisian aplikasi atau

langsung sangat mmberatkan fomulir transfer. = Perdata mengatur
nasabah  (unreasonably  onerous). juga berbagai aspek hukum yang
Unreasonably onerous, adalah berkenaan dengan transfer dana

exemption clause yaitu klausul yang melalui -bank, sebab suatu transfer
bertujuan untuk membebaskan atau dana melalui bank baik untuk
membatasi tanggung jawab bank kepentingan nasabah maupun trans-
terhadap gugatan nasabah dalam fer dana untuk kepentingan bank
hal bank tidak atau tidak dengan sendiri diawali dengan suatu. kontrak.
semestinya melaksanakan kewajiban- ' :

nya seperti yang telah ditentukan 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

dalam perjanjian tersebut. M Perlindungan Hukum  Terhadap
: : Nasabah Pengguna Jasa Elec-

c. Hubungan Hukum antara Bank tronic Funds Transfer (EFT)
dengan Nasabah Pengguna Jasa : :
Pelayanan Electronic Funds a. Penggunaan teknologi dalam
Transfer (EFT) Khususnya .praktek perbankan.

Transfer Dana
Penggunaan teknologi dalam
Transfer dana adalah merupakan praktek perbankan dalam hal ini
salah satu jasa perbankan lainnya adalah berupa sistem pembayaran
yang berupa pengiriman uang atas elektronik atau Electronic = Funds
permintaan pihak pengiim dengan T7ransfer (EFT). Manfaat utama
menggunakan bank sebagai peranta- perbankan elektronis ini  adalah
ra, dimana bank tersebut mem- terletak pada kemampuannya untuk
berikan instruksi bayar kepada bank mengurangi biaya-biaya. Sedangkan
lain di tempat keberadaan pihak resiko yang dapat ditimbulkan dari
penerima kiriman atau kepada bank perbankan elektronis ini  adalah
yang diinginkan oleh pihak penerima terletak pada resiko teknis, resiko
kirman uang tersebut agar uang administratif,. resiko sumber daya

i Sutan Remy Sjahdeni, Ceramah limish:

Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Reformasi
Hukum Per bankan Indo nesia, Undip, +
Semarang 10 April 1997, hal. 52 Munir Fuady, Op.cit hal. 83-84
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